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RINGKASAN 

 

Pemberian kredit menjadi salah satu aktivitas dunia perbankan 

yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang mana banyak 

mengandung resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan, 

berdasarkan hal tersebut bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit, lembaga perbankan harus selalu 

menggunakan analisis dengan seksama terhadap setiap pengajuan 

pinjaman yang diterimanya. Analisis tersebut digunakan secara 

keseluruhan untuk dijadikan bahan pertimbangan pemberian kredit kepada 

masyarakat, salah satunya yaitu dengan adanya jaminan dalam bentuk 

jaminan kebendaan. 

Seiring perkembangan ekonomi dan hukum, memungkinkan 

kekayaan inteletual untuk dibebankan sebagai jaminan kredit, pemerintah 

membuat peraturan mengenai Kekayaan Inteletual bisa dijadikan jaminan 

dalam lembaga keuangan. Saat ini KI sebagai jaminan diatur dalam 

Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 pada pasal 16(1) Juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9(1) dan 9(2) 

Berdasarkan pasal tersebut Kekayaan Intelektual dalam pembahasan ini 

yaitu Merek dapat dijadikan jaminan perbankan dalam bentuk jaminan 

fidusia. 

Di Indonesia penjaminan Hak atas Merek masih jarang meskipun 

sudah ada ketentuan hukum yang memperbolehkan pembebanan jaminan 

Hak atas Merek. Dalam pembahasan ini, pemerintah telah memberikan 



 
 

xxvi 

dukungan secara yuridis berupa peraturan perundangan yang mengatur KI, 

bahwa aset tersebut layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima 

sebagai jaminan kredit. Namun ternyata dalam praktik belum banyak bank 

menerima aset jaminan tersebut. 

 Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 

memberikan kepastian hukum bagi Merek sebagai jaminan kredit 

perbankan sehingga nantinya upaya untuk optimalisasi Hak atas Merek 

menjadi jaminan bisa tercapai. Karena telah adanya kepastian hukum 

terhadap Merek dapat dijadikan jaminan perbankan, diharapkan bank bisa 

memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan 

permohonan kredit berdasarkan jaminan tersebut. 

Peraturan Pemerintah 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif 

memuat materi penting tentang pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran 

produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur 

Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat 

dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa 

Pembiayaan. 

Salah Satu Kekayaan Intelektual adalah Merek.  Nilai dan bentuk 

lembaga pengikatan hak atas merek tersebut adalah hal yang paling utama 

dan mendasar yang harus diperhatikan dalam menerima jaminan berupa 

hak atas merek. Nilai suatu hak atas merek dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan pemilik hak atas merek tersebut. Berdasarkan sifat 
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kebendaan, hak atas merek dikategorikan benda tidak berwujud yang dapat 

dialihkan atau beralih, maka bentuk jaminan yang sesuai adalah jaminan 

fidusia, sesuai yang disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2022, hak atas 

merek yang sudah terdaftar memudahkan bank mengeksekusi untuk 

mengambil pelunasan hutang debitur jika wanprestasi dengan cara 

mendaftarkan akta jaminan fidusia atas merek yang dibuat notaris pada 

kantor pendaftaran fidusia dan mencatatkan pengalihan tersebut dalam 

daftar umum merek pada dijen KI menjadi nama pemegang hak baru, 

melalui mekanisme eksekusi. 
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Abstrak 

 

Pemberian kredit menjadi salah satu aktivitas dunia perbankan yang mana 

banyak mengandung resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang 

disalurkan, berdasarkan hal tersebut bank harus selalu menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam pemberian kredit, dan salah satu yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan pemberian kredit kepada masyarakat adalah adanya 

jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan, salah satunya kekayaan 

intelektual berupa merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku (statute pproach) dan menggunakan pendekatan konseptual 

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 lebih 

mempertegas sertifikat Hak atas Merek untuk dijadikan objek jaminan 

bank, dan pengikatan jaminan terhadap sertifikat hak atas merek harus 

dibuat dengan akta Notaris, dan di daftarkan pada kantor pendaftaran 

fidusia secara elektronik. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

mensosialisasikan secara terus menerus dan melakukan upaya penyusunan 

mekanisme dan ketentuan lain mengenai pembiayaan berbasis Kekayaan 

Inteletual agar Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2022 dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan dapat lebih bermanfaat bagi pelaku ekonomi 

kreatif yang memiliki Sertipikat Hak Atas Merek dan Kemudahan 

mekanisme eksekusi juga perlu dilakukaan oleh pemerintah sehingga 

perbankan bisa lebih yakin untuk menjadikan KI sebagai objek jaminan 

kredit. 

 

Kata Kunci: Merek, Fidusia, Jaminan 
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Abstract 

 

Lending is one of the activities of the banking world which carries a lot of 

risk of non-return of funds or credit extended, based on this, banks must 

always apply the precautionary principle in extending credit, and one that 

can be taken into consideration for granting credit to the public is the 

collateral in the form of material guarantees, one of which is intellectual 

property in the form of a brand. This research is a normative legal research 

with a problem approach based on the applicable legislation (statute 

pproach) and using a conceptual approach. 24 of 2022 further reinforces 

Mark certificates to be used as bank guarantee objects, and binding 

collateral for trademark rights certificates must be made with a Notary 

deed, and registered at the fidusiary registration office electronically. The 

government and business actors need to socialize continuously and make 

efforts to develop mechanisms and other provisions regarding Intellectual 

Property-based financing so that Government Regulation Number. 24 of 

2022 can be implemented properly, and can be more beneficial for creative 

economy actors who have Certificates of Brand Rights and Ease of 

execution mechanisms also need to be carried out by the government so 

that banks can be more confident about making IP as collateral for credit. 

 

Keywords : Brand, Fidusiary, Guarantee 
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